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ABSTRACT; This research aims to conduct an in-depth review of how the 

Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) regulates criminal 

threats to data security. Electronic data security is increasingly becoming a 

major issue in the context of cyber crime, and the ITE Law has an important role 

in protecting personal information and electronic data interests. This research 

explores aspects of criminal law that regulate actions such as data theft, 

dissemination of false data, and attacks on information system security under 

the ITE Law. The analysis in this research also includes legal implications for 

the protection of privacy and public interests in an increasingly connected 

digital era.  

Keywords: ITE Law, Data Security, Criminal Law, Cyber Crime, Data Privacy, 

Electronic Information, Cyber Attacks, Digital Crime. 

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam 

terhadap bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) mengatur ancaman pidana terhadap keamanan data. Keamanan data 

elektronik semakin menjadi isu utama dalam konteks kejahatan siber, dan UU 

ITE memiliki peran penting dalam melindungi informasi pribadi dan 

kepentingan data elektronik. Penelitian ini menggali aspek hukum pidana yang 

mengatur tindakan-tindakan seperti pencurian data, penyebaran data palsu, dan 

serangan terhadap keamanan sistem informasi di bawah UU ITE. Analisis dalam 

penelitian ini juga mencakup implikasi hukum terhadap perlindungan privasi 

dan kepentingan publik dalam era digital yang semakin terhubung. 

Kata Kunci: UU ITE, Keamanan Data, Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Privasi 

Data, Informasi Elektronik, Serangan Siber, Kejahatan Digital. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era digital yang semakin maju, keamanan data elektronik menjadi salah satu isu 

utama yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan 

hukum di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, 

termasuk perlindungan terhadap keamanan dan integritas data. 

Keamanan data elektronik tidak hanya menjadi kebutuhan bagi individu dan entitas 

bisnis, tetapi juga menjadi fokus perlindungan yang penting dari serangan siber dan 

kejahatan digital. UU ITE tidak hanya menetapkan kerangka hukum untuk penggunaan dan 

pengelolaan informasi elektronik, tetapi juga menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran 

terhadap keamanan data. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yang komprehensif terhadap 

bagaimana UU ITE mengatur ancaman pidana terhadap keamanan data. Fokus utama 

penelitian ini meliputi jenis-jenis tindakan kriminal dalam konteks keamanan data elektronik 

yang diatur oleh UU ITE, serta dampak dan implikasi dari peraturan tersebut terhadap praktik 

hukum pidana di Indonesia. 

Dengan memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan implementasi UU ITE dalam 

konteks keamanan data, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi pembaruan kebijakan hukum serta praktik hukum pidana yang lebih efektif 

dalam menghadapi tantangan-tantangan di era digital saat ini. 

Penelitian ini akan memaparkan secara terperinci ancaman-ancaman pidana yang 

diatur oleh UU ITE terhadap keamanan data, serta mengeksplorasi pandangan-pandangan 

dari berbagai ahli hukum dan praktisi tentang implementasi hukum ini dalam praktiknya. 

Kejahatan di dunia maya telah mencapai tingkat yang sangat serius di Indonesia 

sehingga sering disebut sebagai negara dengan tingkat kejahatan internet yang tinggi. Pada 

tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia berhasil mendeteksi 109 kasus kejahatan 

teknologi informasi (IT) yang melibatkan 124 tersangka warga negara Indonesia dan 

melakukan aktivitasnya di beberapa kota di Indonesia. Secara umum, kejahatan terkait 

teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, merupakan 

kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang suatu sistem atau jaringan komputer. 

Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat untuk melakukan 

kegiatan kriminal. Ada banyak literatur dan situs yang membahas berbagai jenis kejahatan 

dunia maya yang terjadi. Contoh umum kejahatan yang memanfaatkan teknologi antara lain 

penipuan kartu kredit, penipuan pasar saham, penipuan sektor perbankan, distribusi 
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pornografi anak, perdagangan narkoba, dan terorisme. Sedangkan kejahatan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan teknologi informasi antara lain vandalisme, cracking, dan phreaking.1 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana UU ITE mengatur dan mengancam pelanggaran terhadap keamanan data? 

2. Apa saja bentuk-bentuk ancaman pidana yang diatur dalam UU ITE terkait dengan 

keamanan data? 

B. Tujuan Penelitian 

1. Menyelidiki implementasi dan efektivitas ancaman pidana terhadap pelanggaran 

keamanan data yang diatur dalam UU ITE. 

Menganalisis dampak hukum terhadap praktik keamanan data di Indonesia setelah 

pemberlakuan UU ITE 

METODE PENELITIAN 

1. Studi pustaka untuk mengumpulkan informasi terkait regulasi UU ITE dan 

literatur hukum terkait. 

Analisis teks UU ITE terkait dengan ketentuan keamanan data dan ancaman pidana 

yang diatur  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi dan efektivitas ancaman pidana terhadap pelanggaran keamanan 

data yang diatur dalam UU ITE. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang 

yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang 

ini mencakup berbagai jenis tindakan kriminal, termasuk pelanggaran keamanan data. 

Ancaman pidana di bawah UU ITE adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mencegah dan menghukum pelanggaran keamanan data. Ancaman pidana ini dapat 

mencakup hukuman penjara, denda, atau kedua-duanya. Efektivitas ancaman pidana 

 
1 ANA MARIA F.PASARIBU, “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan 

Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Persfektif Hukum 

Pidana,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2017): 1689–99. 
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terhadap pelanggaran keamanan data di bawah UU ITE dapat bervariasi tergantung pada 

beberapa faktor, termasuk kekuatan dan kelemahan sistem hukum dan penegakan hukum di 

Indonesia. Meskipun ancaman pidana dapat menjadi alat yang berguna untuk mencegah dan 

menghukum pelanggaran keamanan data, mereka mungkin tidak cukup untuk mencegah 

semua jenis pelanggaran. Selain itu, ancaman pidana mungkin tidak cukup untuk mencegah 

pelanggaran keamanan data yang dilakukan oleh individu atau entitas yang tidak menghargai 

konsekuensi hukum mereka atau yang percaya bahwa mereka tidak akan tertangkap. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi lain untuk mengambil tindakan lain untuk 

mencegah dan mengatasi pelanggaran keamanan data, seperti meningkatkan kesadaran dan 

pelatihan, meningkatkan keamanan sistem dan proses, dan mengimplementasikan praktik 

terbaik untuk perlindungan data. 

Terkait dengan tindak pidana yang melibatkan informasi transaksi elektronik, aparat 

penegak hukum tidak dapat memisahkan peran dan keterlibatan aparat penegak hukum 

seperti penyidik, jaksa, dan hakim. Penegak hukum harus mampu memenuhi harapan 

masyarakat akan rasa keadilan, bukan balas dendam terhadap individu warga negara. 

Implementasi undang-undang ini, khususnya penegakan hukum, memerlukan partisipasi 

masyarakat dalam menyampaikan laporan dan pengaduan. 

Ancaman hukuman telah lama diakui sebagai alat yang efektif dalam mencegah dan 

menghukum pelanggaran keamanan data. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) di Indonesia telah menetapkan hukuman yang ketat bagi mereka yang 

terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan data sensitif. Dalam artikel ini, kita akan 

menjelajahi dampak ancaman hukuman terhadap pelanggaran keamanan data di bawah 

Undang-Undang ITE. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa ancaman hukuman 

adalah alat yang kuat dalam mencegah pelanggaran keamanan data. Dengan menetapkan 

hukuman yang ketat bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, Undang-Undang ITE 

telah menunjukkan bahwa pemerintah mengambil tindakan serius terhadap ancaman 

keamanan data. Ancaman hukuman telah terbukti efektif dalam mencegah pelanggaran 

keamanan data, karena individu dan organisasi lebih cenderung mengambil tindakan 

pencegahan untuk menghindari konsekuensi hukum yang berat. 

Selain itu, ancaman hukuman telah membantu mengubah budaya dan meningkatkan 

kesadaran akan keamanan data. Dengan menetapkan hukuman yang ketat, Undang-Undang 
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ITE telah menunjukkan bahwa keamanan data adalah prioritas utama bagi pemerintah. Ini 

telah menginspirasi individu dan organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan dan 

mengamankan data sensitif mereka. Ancaman hukuman telah juga membantu mengubah 

cara orang berpikir tentang keamanan data, karena mereka lebih sadar akan risiko dan 

konsekuensi dari pelanggaran keamanan data. Namun, penting untuk dicatat bahwa ancaman 

hukuman bukanlah solusi ajaib untuk mencegah pelanggaran keamanan data. Ancaman 

hukuman hanya satu alat di antara banyak yang tersedia untuk mencegah dan menghukum 

pelanggaran keamanan data. Ancaman hukuman harus digunakan bersama dengan praktik 

keamanan data lainnya, seperti pelatihan dan kesadaran, untuk menciptakan sistem 

keamanan data yang komprehensif. 

Sebagai kesimpulan, ancaman hukuman telah terbukti efektif dalam mencegah dan 

menghukum pelanggaran keamanan data di bawah Undang-Undang ITE. Ancaman 

hukuman telah membantu mengubah budaya dan meningkatkan kesadaran akan keamanan 

data, tetapi harus digunakan bersama dengan praktik keamanan data lainnya untuk 

menciptakan sistem keamanan data yang komprehensif. Dengan menerapkan praktik 

keamanan data yang kuat, individu dan organisasi dapat memastikan bahwa data sensitif 

mereka aman dari ancaman potensial.2 

B. Dampak hukum terhadap praktik keamanan data di Indonesia setelah 

pemberlakuan UU ITE. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang 

yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE telah 

memiliki dampak signifikan terhadap praktik keamanan data di Indonesia sejak 

diberlakukan. 

Salah satu dampak utama dari UU ITE adalah meningkatnya fokus pada keamanan 

data. Undang-undang ini menuntut penyedia layanan dan pemilik informasi untuk 

mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi data mereka dari ancaman potensial. 

 
2 ( Besse Sugiswati. 2011,Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi. 

Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hal. 65) 
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Ini telah mendorong organisasi untuk meningkatkan praktik keamanan data mereka dan 

menginvestasikan dalam teknologi dan prosedur keamanan baru. 

UU ITE juga telah memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran data 

dan tindakan kecurangan siber. Ini telah mendorong pembentukan badan penegak hukum 

khusus yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus ini, yang telah membantu 

meningkatkan respons terhadap ancaman siber. 

Namun, ada juga kekhawatiran bahwa UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk 

membatasi kebebasan berbicara dan mengakses informasi. Undang-undang ini telah dikritik 

karena ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. 

Secara keseluruhan, UU ITE telah memiliki dampak signifikan terhadap praktik 

keamanan data di Indonesia. Meskipun telah mendorong fokus pada keamanan data dan 

memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran data, ada juga kekhawatiran 

tentang potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah 

memiliki dampak signifikan pada praktik keamanan data di negara tersebut. UU ITE, yang 

diterbitkan pada tahun 2008, bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi transaksi 

elektronik di Indonesia. Namun, undang-undang ini juga memiliki beberapa implikasi 

negatif terhadap praktik keamanan data. Salah satu dampak utama UU ITE adalah 

meningkatnya kebutuhan akan praktik keamanan data yang lebih baik. Dengan adopsi 

teknologi yang lebih canggih dan transaksi elektronik yang semakin banyak, perusahaan dan 

organisasi di Indonesia harus memastikan bahwa mereka mengambil tindakan yang tepat 

untuk melindungi data sensitif mereka dari ancaman potens Ini termasuk 

mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data yang kuat, seperti enkripsi, kontrol 

akses, dan pemindaian malware. Selain itu, UU ITE juga memberikan kekuatan lebih besar 

kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol praktik keamanan data di Indonesia. 

Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peraturan dan mengawasi kepatuhan 

terhadap undang-undang ini. Ini dapat menjadi kekhawatiran bagi perusahaan dan 

organisasi, karena mereka harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan baru ini. 

Secara keseluruhan, UU ITE telah memiliki dampak signifikan pada praktik keamanan data 

di Indonesia. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan dan 

memfasilitasi transaksi elektronik, ia juga memberikan kekuatan lebih besar kepada 
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pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol praktik keamanan data. Ini dapat menjadi 

tantangan bagi perusahaan dan organisasi di negara tersebut, tetapi juga memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan praktik keamanan data mereka dan melindungi data sensitif 

mereka dari ancaman potensial. 3 

KESIMPULAN   

UU ITE telah memiliki dampak signifikan terhadap praktik keamanan data di 

Indonesia sejak diberlakukan. Undang-undang ini menuntut penyedia layanan dan pemilik 

informasi untuk mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi data ancaman 

potensial, yang telah mendorong organisasi untuk meningkatkan praktik keamanan data 

mereka dan menginvestasikan dalam teknologi dan prosedur keamanan baru. UU ITE juga 

telah memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran data dan tindakan 

kecurangan siber, yang telah membantu meningkatkan respons terhadap ancaman siber. 

Namun, ada juga kekhawatiran bahwa UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk 

membatasi kebebasan berbicara dan mengakses informasi. Undang-undang ini telah dikritik 

karena ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. 

Secara keseluruhan, UU ITE telah memiliki dampak signifikan terhadap praktik 

keamanan data di Indonesia. Meskipun telah mendorong fokus pada keamanan data dan 

memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran data, ada juga kekhawatiran 

tentang potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu 
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